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PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
PELAYANANFISKUS, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada WPOP Yang terdaftar di KPP Pratama Purbaliangga)

Wella Dwi Rosanal
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Semarang
wellarosana212@agmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem
administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, sanksi
perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

(studi kasus pada WPOP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Purbalingga).

Penelitian ini merupakan penelitian yang datanya bersifat kuantitatif yakni
berupa data angka. Pengambilan sampel dilakukan dengan menerapkan rumus
slovin dan kriteria yang telah ditentukan dengan hasil 100 responden yang terdaftar
dikantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga. Metode pengumpulan data
menggunakan metode kuesioner dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan. Teknik
Analisa datadalam penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik dan uji linier

berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi
perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap
kepatuhan WPOP di KPP Pratama Purbalingga, pelayanan fiskus berpengaruh
negative tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Purbalingga

sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Purbalingga.

Kata Kunci: Pajak, Modernisasi, Fiskus, Sanksi, Kesadaran, Pengetahuan,
Kepatuhan Wajib Pajak
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THE INFLUENCE OF MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION
SYSTEM, FISCUS SERVICES, TAXPAYER AWERENES, TAX
SANCTIONS, TAXATION KNOWLEDGE TOPERSONAL TAXPAYER
COMPLIANCE

(Case Study on Taxpayers Registered at Purbalingga Tax Service Office)
Wella Dwi Rosana!
Accounting Study Program, University of Muhammadiyah Semarang
wellarosana212@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the-influence of modernization of the tax
administration system, fiscus services, taxpayer awerenes, tax sanctions, taxation
knowledge to personal taxpayaer compliance (Case Study on Taxpayers Registered
at Purbalingga Tax Service Office).

This study used the method of descriptive quantitative. The sampling carried
out using the formula of Slovin and pretedermined with the result of 100
respondents registered at the Purbalingga Primary Tax Service office. The sampling
method in this study using a questionnaire method in the form of statements and
questions. The data analysis technique in this study used multiple linear and

assumptions test.

The result of this study showed that modernization of modernization of the
tax administration system and taxation knowledge has the significant positive effect
on WPOP compliances at KPP Pratama Purbalingga, fiscus services have a negative
and insignificant effect on WPOP compliances at KPP Pratama Purbalingga,

meanwhile the taxpayer awareness and taxation sanctions have a positive and
insignificant effect on on WPOP compliances at KPP Pratama Purbalingga.

Keyword: Tax, Modernization, Fiscus, Sanctions, Awareness, Knowledge,
Personal Taxpayer Compliances.
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1. PENDAHULUAN

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup disuatu
negara harus berurusan dengan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu pemungutan pajak ini bersifat
memaksa atau dipaksakan. Indonesia sebagai negara yang menganut self
assessment, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam
penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak (tax
compliance) adalah Tindakan prosedural dan administrasi yang diperlukan untuk

memenuhi kewajiban pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku (IBFD).

Data pelaporan SPT tahunan yang dimiliki DJP yakni hanya ada 3,2 juta
wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh tahuan dari jumlah wajib pajak orang
prbadi mencapai lebih dari 17 juta. Dari data tersebut kepala KPP Pratama
Purbalingga mengindikasi bahwa adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang diukur
dari tingkat pendapatan dan jumlah pelaporan SPT tahuan. Rendahnya kepatuhan
wajib pajak orang pribadi ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu modernisasi
sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, sanksi
perpajakan dan pengetahuan perpajakan (Dinkominfo Purbalingga, 2019).

Modernisasi sistem administrasi memiliki tujuan yaitu: tersedianya
dokumen dan irformasi perpajakan dengan baik dan lengkap, tersedianya fasilitas
sarana dan prasarana yang memadai dalam organisasi perpajakan, adanya
pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pajak dengan baik dan

meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak (Pandiangan, 2013). Hasil
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penelitian Litadan Nik (2017) menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Intan (2019),
modernisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.

Pelayanan fiskus menjadi faktor berikutnya yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak. Banyak instansi atau perusahaan yang berlomba-lomba
meningkatkan kualitas pelayanannya, karena pelayanan secara tidak langsung
memberikan kontribusi terhadap penjualan. suatu produk, sehingga dapat
meningkatkan pendapatan suatu instansi atau perusahaan. Dalam penelitian
Mohammad dan Rita (2018), menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berperngaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus juga berpengaruh negatif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan dari aparat
pajak belum dapat memenuhi kebutuhan wajib pajak.

Di Indonesia kesadaran dan kapatuhan untuk membayar pajak masih
sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Masalah-masalah teknis yang
menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, sistem administrasi, sanksi pajak dan
pelayanan fiskus masih menjadi alasan dari tidak patuhnya membayar pajak.
disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai mana akan
mematuhi peraturan perundang-undangan(Rahayu, 2010). Mohammad dan Rita
(2018), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan dalam penelitain Elisabeth dkk (2017), kesadaran wajib pajak tidak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori mengatakan bahwa

kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun
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kesadaran wajib pajak disetiap daerah di Indonesia memiliki tingkat yang berbeda
untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
kepatuhan wajib pajak. Rasa takut danancaman hukuman akan memicu wajib pajak
patuh membayar pajak, namun semua tergantung pada kesadaran dari masing-
masing wajib pajak padasebuah negara. Dalam undang-undang perpajakan adadua
macam sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hasil penelitian Januar
dkk (2017), mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifkan dan
mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan . wajib pajak. Hasil lain
menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak (Elisabeth dkk, 2017). Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahan
tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ini menjadi tugas pemerintah untuk
lebih gencar mensosialisaikan perpajakan kepada masyarakat.

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian
dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal perpajakan. Pengetahuan
perpajakan juga bisa dikatakan sebagai pemahaman atas hukum dan kewajiban
perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
hukumnya, misalnya seperti menghitung PPh terutang dan melaporkan SPT PPh
dengan benar (Kotawa, 2015). Hasil penelitian Nurulita (2017), pengetahuan
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukan
bahwa semakin besar pengetahuan wajib pajak maka semakin besar juga kesadaran
wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian Arifah (2017) menyatakan bahwa

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan
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wajib pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan pajak di
berbagai daerah di Indonesia sehingga masih banyak masyarakat yang belum
mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan.

Berdasarkan temuan dan perbedaan-perbedaan hasil penelitian diatas,
maka saya tertarik untuk mengambil judul skripsi “Pengaruh Modernisasi
Administrasi Perpjakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi
Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi”. Penelitian akan dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama
Purbalingga.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Kepatuhan
Menurut Tyler (1990) dalam Yenni (2016) terdapat dua perspektif dalam

literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut perspektif
instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan
pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan
perilaku dan perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap
sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Kepatuhan wajib pajak
merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap
kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi sesorang, kelompok atau organisasi untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang diterapkan. Dalam pajak,
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aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan sehingga kepatuhan pajak
merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap

peraturan atau Undang-undang Perpajakan (Mohammad,2018).

2.3 Pelayanan Fiskus

Menurut Kesit (2009) dalam penelitian Permatasari (2016), fiskus adalah
seorang pegawai yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak. Pelayanan
yang baik dari petugas pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak. Hal ini berpengaruh karena kenyamanan yang diterima oleh wajib
pajak akan memberikan motivasi untuk taat membayar pajak dengan didukungsiten
perpajakan yang efektif dan efisien dan gencarnya sosialisasi perpajakan kepada

masyarakat.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Soemarso (1998) dalam penelitian Rongrong (2017) menyatakan
bahwa salah satu penyebab benyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring
adalah rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat. Dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya kesadaran perpajakan dari wajib pajak,
oleh sebab itu kesadaran wajib pajak didugaberpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.

2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada orang yang
melanggar peraturan yang berlaku. Di Indonesiasaat ini mengenal adanya 2 macam
sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan

kepada pelanggaran wajib pajak yang mudah dideteksi atau tergolong pelanggaran
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ringan. Sanksi pidana dikenakan pada pelanggaran yang lebih berat dan bersifat
materil seperti korupsi, penipuan, penyuapan ataupun penggelapan (Mardiasmo,

2016).

2.6 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala
sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan
dengan hal mata pelajaran. Dalam hal ini pengetahuan perpajakan adalah segala
sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan
dengan hal perpajakan. Pengetahuan perpajakan juga bisa dikatakan sebagai
pemahaman atas hukum dan kewajiban perpajakan yang memungkinkan wajib
pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya, misalnya seperti menghitung PPh

terutang dan melaporkan SPT PPh dengan benar (Kotawa, 2015).

2.7 Kerangka Pemikiran

Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan (X1)
H1
Pelayanan Fiskus (X2) ~_H2
- - H3 Kepatuhan Wajib
Kesadaran Wajib Pajak (X3) Pajak (Y)
H4

Sanksi Perpajakan (X4) T u —

Pengetahuan Perpajakan (X5)
H6
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2.8 Hipotesis

Hi:

Hz:

Hs:

Ha:

Hs:

Hs:

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar
di KPP Pratama Purbalingga.

Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga.
Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama
Purbalingga.

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga.
Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama
Purbalingga.

Modernisasi " Sistem Administrasi  Perpajakan, Pelayanan Pajaka,
Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan
berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang

terdaftar di KPP Partama Purbalingga yang berjumlah 77.338 orang. Pemilihan

sample menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: Wajib Pajak
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Orang Pribadi yang terdaftardi KPP Pratama Purbalingga, minimal lulusan SMA/K
dan Mempunyai NPWP vyang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga. Sampel
penelitian ini adalah 99,87 atau dibulatkan menjadi 100 orang Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu datanyaberupa angka
sebagai alat untuk menganalisis apa yang ingin diketahui. Sumber data penelitian
ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang

berupa wawancara, jejak pendapat maupun hasil observasi.
3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penilitan yang menggunakan data
primer adalah dengan kuesioner atau angket. Kuesioner yang dimaksud adalah
beberapa pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden.
Responden akan menilai setiap pertanyaan atau pernyataan dengan menggunakan
skala likert 5 poin, dari persepsi STS (Sangat Tidak Setuju) sampai dengan SS

(Sangat Setuju).
3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah : Uji Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji
Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji
Autokorelasi, Uji Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Analisis Koefisien Regresi

(Uji F), Uji Parsial (Uji T) dan Uji Analisis Determinasi (R?2).
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4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum | Maximum | Mean Std.
Deviation
Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic
Kepatuhan Wajib Pajak 100 15.00 35.00| 26.9100| 3.98506
Modernisasi Sistem 100 11.00 30.00| 24.8700| 3.47474
Admnistrasi Perpajakan
Pelayanan Fiskus 100 11.00 45.00| 35.1700| 6.02529
Kesadaran Wajib Pajak 100 5.00 25.00( 19.9500( 3.76151
Sanksi Perpajakan 100 16.00 40.00| 28.9300( 4.73597
Pengetahuan Perpajakan 100 26.00 55.00| 40.6000| 6.04528
Valid N (listwise) 100
Sumber: Output SPSS Versi 21
4.2 Uji Analisis' Regresi Berganda
Coefficients?
Model Unstandardized | Standardized T Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 4.106 2.256 1.820| .072
Modernisasi sistem Administrasi 275 .097 240 2.821| .006
Perpajakan
1 Pelayanan Fiskus -.051 .058 -077| -.876| .383
Kesadaran Wajib Pajak 138 121 130 1.147| .254
Sanksi Perpajakan 161 .098 191 1.650| .102
Pengetahuan Perpajakan .255 079 .386| 3.228| .002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS Versi 21

Y = a+BIX1+ B2X2+ B3X3+ P4X4+ BSX5+e

Y =4,106 + 0,275MSAP + (0,051)PF +0,138KWP + 0,161SP + 0,255PP + 2,256
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4.3 Uji Analisis Koefisien Regresi (Uji F)

ANOVA?
Model Sum of Df Mean F Sig.
Squares Square
Regression 891.614 5 178.323| 24.630 .000P
1 Residual 680.576 94 7.240
Total 1572.190 99

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X1, X2, X3, X4

Sumber: Output SPSS Versi 21

Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar

0,000. Nilai signifikansi tersebut < 0,05 yang berarti bahwa Ho ditolak sehingga

dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam diterima yaitu variabel modernisasi

sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, sanksi

perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap

variabel kaptuhan wajib pajak orang pribadi.

4.4 Uji Parsial (Uji T)

Coefficients?

Model Unstandardized | Standardized T Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Beta
Error
(Constant) 4.106| 2.256 1.820| .072
Modernisasi Sistem Administrasi 275 .097 .240| 2.821| .006
Perpajakan
1 Pelayanan Fiskus -.051 .058 -.077| -.876| .383
Kesadaran Wajib Pajak 138 121 130| 1.147| .254
Sanksi Perpajakan 161 .098 .191| 1.650| .102
Pengetahuan pajak .255 .079 .386( 3.228| .002

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS Versi 21
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uju t pada variabel penetian

adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis pertama (H1)

Hasil uji hipotesis pertama yang ditunjukan pada tabel diatas adalah diketahui
variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai nilai t hitung
sebesar 2,821 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai signikansi
sebesar 0,006. Dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga atau secara statistic
apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan maka
kepatuhan wajib pajak akan semakin terwujud. Hipotesis diterima

b. Hipotesi kedua (H2)

Hasil uji hipotesis kedua yang ditunjukan pada tabel diatas adalah diketahui
variabel pelayanan fiskus mempunyai nilai t hitung sebesar -0,876 lebih kecil dari
nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai siginikansi 0,383. Dapat disimpulkan bahwa
variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purbalingga atau secara
statistic apabila pelayanan fiskus mengalami penurunan maka kepatuhan wajib

pajak akan sulit terwujud. Hipotesis ditolak

c. Hipotesis ketiga (Hz)

Hasil uji hipotesis ketiga yang ditunjukan pada tabel diatas adalah diketahui

variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai t hitung sebesar 1,147 lebih kecil
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dari nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai siginikansi 0,254. Dapat disimpulkan
bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purbalingga atau

secara statistik apabila kesadaran wajib pajak menurun makan kepatuhan wajib

pajak akan semakin sulit terwujud. Hipotesis ditolak

d. Hipotesis keempat (Ha)

Hasil uji hipotesis keempat yang ditunjukan pada tabel diatas adalah diketahui
variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai t hitung sebesar 1,650 lebih kecil dari
nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai siginikansi 0,102. Dapat disimpulkan bahwa
variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purbalingga atau secara
statistik apabila sanksi perpajakan mengalami penurunan maka kepatuhan wajib

pajak tidak akan terwujud. Hipotesis ditolak

e. Hipotesis kelima (Hs)

Hasil uji hipotesis kelima yang ditunjukan pada tabel diatas adalah diketahui
variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai t hitung sebesar 3,228 lebih
besar dari nilai t tabel yaitu 1,985 dengan nilai siginikansi 0,002. Dapat disimpulkan
bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purbalingga atau
secara statistic apabila pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan maka

kepatuhan wajib pajak akan semakin terwujud. Hipotesis diterima
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4.5 Uji Analisis Determinasi (R?)

Model Summary®

Mode| R R Adjusted R Std. Error of the
I Square Square Estimate
1 7532 567 544 2.69076

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X2, X3, X4

b. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS Versi 21

Berdasarkan hasil koefisiensi determinasi (R?) diatas dapat diketahui
sebarapa besar pengaruh langsung dari masing-masing variabel modernisasi sistem
administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, sanksi
perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
Hasil tersebut menunjukan nilai R-squere sebesar 0,567 atau sebesar 56,7% dan
menjelaskan bahwa variabel kepatuhan.wajib pajak dipengaruhi oleh variabel
modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib
pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebesar 56,7% sedangkan

43,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purbalingga.

Berdasarkan pengujian hipotesis 1 melalui analisis statistic menunjukan
bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai nilai
signifikansi 0,006 < 0,05 dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,821

> 1,985. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t
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tabel maka dapat membuktikan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnan
(2019) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
dimana keefektivitasan sistem perpajakan memiliki pengaruh penting dalam

memingkatkan kepatuhan wajib pajak.

Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandara (2019) yang
menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi
perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan
pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

4.6.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi di KPP Pratama Purbalingga

Berdasarkan pengujian hipotesis 2 melalui analisis statistic menunjukan
bahwa variabel pelayanan fiskus mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,383 > 0,05
dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel atau sebesar — 0,876 < 1,985. Nilai
signifikan lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel. Dari

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Hasil pengujian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brata
(2017) yang menunjukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa

pelayanan fiskus masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya.

Didukung juga oleh penelitian Dicriyani (2017) yang menguji pengaruh
pelayanan fiskus terhadap kepatuhan. dan menunjukkan hasil bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pelayanan fiskus yang diberikan dengan pelayanan yang cepat, akurat, ramah,
sopan dan pelayanan secara individual tidak diperoleh secara langsung. Hal tersebut
dikarenakan dengan adanya perkembangan pelayanan pajak yang telah beralih
menggunakan elektronik.

4.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP Pratama Purbalingga

Berdasarkan pengujian hipotesis 3 melalui analisis statistik menunjukan
bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai signifikan 0,254 > 0,05
dengan nilai t hitung lebih kecil dari ttabel sebesar 1,147 <1,985. Nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel. Dari perhitungan
tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah
(2017) yang menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positf dan

tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karenakan kesadaran akan
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fungsi dan kegunaan membayar pajak masih rendah sehingga tingkat kapatuhan

untuk melakukan kewajiban perpajakan masih rendah.

Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Rongrong (2017) yang
menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan
hasil yang membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat

kesadaran wajib pajak setiap tempat berbeda dan masih acuh terhadap keberadaran

pajak.

4.6.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi di KPP Pratama Purbalingga

Berdasarkan pengujian hipotesis 4 melalui analisis statistic menunjukan
bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,102 >
0,05 dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel atau sebesar 1,650 < 1,985. Nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. Dari
perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif

dan tidak signifikan.

Hasil pengujian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rongrong (2017) yang menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan adanya

persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan dan

menyebabkan kepatuhan wajib pajak tidak terwujud.
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Didukung juga oleh peneltian Anam (2018) yang menguji pengaruh sanksi
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan bahwa variabel sanksi pajak
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
dikarenakan wajib pajak masih acuh terhadap sanksi yang diberikan akibat dari
pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.

4.6.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP-Pratama Purbalingga

Berdasarkan pengujian hipotesis 5 melalui analisis statistic menunjukan
bahwa variabel® pengetahuan perpajakan mempunyai nilai. signifikansi sebesar
0,002 < 0,05 dengannilai t hitung lebih besar dari t tabel atau sebesar 3,228 > 1,985.
Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel

maka dapat membuktikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian‘diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya
(2016) yang menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila
wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan terhadap pajak (menghitung,
membayar dan melaporkan) dengan denar dan tepat waktu maka pemebuhan

kepatuhan wajib pajak perpajakan akan semakin baik.

Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2016) yang
menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan

hasil bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

repository.unimus.ac.id


http://repository.unimus.ac.id

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang baik
mengenai perpajakan akan menimbulkan persepsi baik bagi wajib pajak sehingga

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.6.6 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pelayanan
Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan
Perpajakan Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi di KPP Pratama Purbalingga

Berdasarkan pengujian hipotesis 6. melalui analisis statistic menunjukan
bahwa variabel modernisasi sistem administrasi, pelayanan fiskus, kesadaran wajib
pajak, sanksi perpajakan, pegetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat membuktikan bahwa
variabel indepen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hal
tersebut membuktikan bahwa perkembangan teknologi untuk pelaksanaan
kewajiban, pelayanan yang baik dari fiskus, kesadaran dari wajib pajak untuk
melakukan kewajiban perpajakan tanpa paksaaan, pemahaman sanksi pajak yang
memadai dan pengetahuan akan pentingnya pajak dan fungsi pajak secara bersama-
sama akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban

perpajakannya.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh
modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib

pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
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orang pribadi (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP
Pratama Purbalingga). Data penelitian ini diambil jawaban kuesioner dari 100 wajib
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga yang sesuai kriteria. Berdasarkan

analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Modernisasi sistem adminitrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purbalingga.

2. Pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratam Purbalingga. Hal ini dikarenakan
keterbatasan ruang gerak manusia pada masa pandemic COVID-19 dan
kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pengisian e-filling.

3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratam Purbalingga. Hal ini
dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak tergantung dari persepsi masing-
masing wajib pajak sehingga tidak bisa dipaksakan.

4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratam Purbalingga. Hal ini dikarenakan
masih banyak wajib pajak yang meremehkan sanksi perpajakan saat ini dan
masih banyak yang mengabaikan mengurus pajak.

5. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purbalingga.

6. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib

pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh
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positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP

Pratama Purbalingga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, kepatuhan wajib pajak
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni seperti variabel - variabel yang ada
dalam penelitian ini. Dengan demikian jika banyak wajib pajak yang patuh dalam
melaksanakan kewajibannya maka dapat memaksimalkan penerimaan anggaran

daerah maupun pusat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian _ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan yang dapat
berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan — keterbatasan yang ada dalam
penelitian ini adalah jumlah sampel masih kurang karena hanya menggunakan 100
responden dari populasi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Purbalingga.

5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan

ataupun dikembangkan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel penelitian lebih
banyak sehingga hasilnya lebih maksimal dan dapat dijadikan evaluasi
peningkatan pelayanan dibidang perpajakan; meliti kembali variabel pelayanan
fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dan mengkaji ulang hasil

yang masih menunjukkan tidak signifikan.
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2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga berdasarkan hasil uji
hipotesis yang tidak signifikan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan
fiskus dalam membantu wajib pajak untuk pelaporan SPT tahunan agar dapat
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya sehingga bisa mendorong peningkatan kepatuhan

wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga.
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